
BAB II 

PENDIDIKAN ISLAM  

 

A. Pengertian Pendidikan Islam  

Pendidikan atau dalam bahasa Arab tarbiyah yang berarti mendidik. 

Sasaran pendidikan tidak hanya terfokus kepada perkembangan jasmani 

peserta didik, namun rohani juga menjadi perhatian dalam kegiatan 

pendidikan. Para ahli pendidikan banyak memberikan definisi tentang makna 

pendidikan yang semunya mengarah kepada perbaikan diri peserta didik. 

Marimba (1989 : 21) mendefinisikan pendidikan dengan bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani 

dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian utama. Sementara itu, 

Zuhairini, dkk (2008 : 11) mengelompokkan definisi pendidikan menjadi dua 

kelompok, yaitu pendidikan dalam arti luas dan pendidikan dalam arti sempit. 

Pendidikan dalam arti luas adalah seluruh proses hidup dan kehidupan 

manusia, segala pengalaman sepanjang hidupnya merupakan dan memberikan 

pengaruh pendidikan baginya. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit 

adalah suatu kegiatan memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup kepada 

generasi yang sedang tumbuh yang pada prakteknya identik dengan 

pendidikan formal di sekolah dan dalam situasi dan kondisi serta lingkungan 

belajar yang serba terkontrol. Ahmad Tafsir (2002: 6) mengatakan bahwa 

pendidikan adalah kegiatan pendidikan yang melibatkan guru maupun yang 



tidak melibatkan guru (pendidik), mencakup pendidikan formal, maupun 

nonformal serta informal. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah proses 

pewarisan dan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan 

berpedomankan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan 

terjabar dalam sunnah Rasul. (Zuhairini, 1992: 12). Pendidikan Islam banyak 

memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan yang paling tinggi adalah penanaman 

nilai-nilai akhlaqul karimah kepada seseorang. Al-Syaibani (dalam Jalaluddin 

dan Sa’id, 1994: 38)) mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai tingkat akhlakul karimah. 

B.  Perkembangan Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan 

Pemikiran pendidikan Islam pada periode sebelum Indonesia 

mendapatkan kemerdekaannya ditandai dengan dua model pendidikan, yaitu :  

1. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah-sekolah Barat sekuler dan tidak 

mengenal ajaran-ajaran agama. 

2. Pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya 

mengenalkan agama.  

Hasil penelitian Steenbrink menunjukkan bahwa pendidikan kolonial 

tersebut sangat berbeda dengan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional, 

bukan saja dari segi metode, tetapi lebih khusus dari segi isi dan tujuannya. 

Pendidikan yang dikelola oleh pemerintahan kolonial hanya berpusat pada 

keterampilan duniawi, yaitu pendidikan umum. Adapun lembaga pendidikan 



Islam lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna 

bagi penghayatan agama. (dalam Susanto, 2009: 12). 

Mengenai corak pendidikan pada periode ini, Wirjosukarto dalam 

bukunya Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam menjelaskan 

bahwa ada dua corak pendidikan, yaitu corak lama yang berpusat di pondok 

pesantren, dan corak baru dari perguruan (sekolah-sekolah yang didirikan 

oleh pemerintah Belanda). Selanjutnya, Wirjosukarto merinci ciri-ciri dari 

setiap corak tersebut, yaitu corak lama adalah :  

1. Menyiapkan calon kiai atau ulama’ yang hanya menguasai masalah 

agama semata. 

2. Kurang diberi pengetahuan umum, atau sama sekali tidak diberikan. 

3. Sikap isolasi karena adanya sikap nonkoperasi secara total dari pesantren 

terhadap segala sesuatu yang berbau Barat.  

Sedangkan ciri-ciri corak baru sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Wirjosukarto adalah: 

1. Hanya menonjolkan intelek dan sekaligus hendak melahirkan golongan 

intelek. 

2. pada umumnya bersikap negatif terhadap agama Islam. 

3. Alam pikirannya terasing dari kehidupan bangsanya. (Wirjosukarto 

dalam Susanto, 2009: 12).  

Abuddin Nata  (2004: 194) menyebutkan bahwa sebelum tahun 1900 

pendidikan Islam di Indonesia masih bersifat halaqoh (nonklasikal), dan 

lembaga pendidikan pun tidak besar. Ada satu pesantren yang diketahui 



berdiri sebelum tahun 1990 yaitu pesantren Tebuireng yang didirikan oleh 

KH. Hasyim Asy’ari. Yunus dalam Abuddin (2004: 195) menyebutkan bahwa 

pada tahun 1931 lembaga pendidikan Islam di Indonesia mulai memasuki 

warna baru atau tahun modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Di antara 

tokoh pendidikan Islam pada tahun itu adalah Prof. Dr. Mahmud Yunus 

pemimpin KMI Padang, dan KH. Imam Zarkasyih pendiri pondok pesantren 

Darus Salam Gontor, KH.A. Dahlan pendiri Muhammadiyah, KH. Hasyim 

Asy’ari pendiri NU, dan KH. Abdul Halim pendiri Perserikatan ulama’. 

Adapun organisasi Islam yang didirikan sebelum Indonesia merdeka 

adalah Al-Jamiat al-Khairiyah yang didirikan di Jakarta pada tahun 1905 oleh 

Ahmad Surkati. Ada dua bidang garap yang sangat diperhatikan oleh 

organisasi ini yaitu pendirian dan pembinaan sekolah dasar, dan pengiriman 

anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studinya. (Noer dalam 

Zuhairini, 1992: 159). Selain itu, organisasi Islam yang berdiri sebelum 

Indonesia merdeka adalah Al-Irsyad yang didirikan di Jakarta pada tahun 

1912. Organisasi ini sebelumnya bernama Al-Islah wal Irsyad yang berhaluan 

mengadakan pembaharuan dalam Islam (reformisme). Organisasi ini lebih 

memperhatikan bidang pendidikan terutama pada masyarakat Arab, ataupun 

pada permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat Arab. Di samping 

itu, Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912 oleh 

KHA. Dahlan. Muhammadiyah bukan hanya organisasi Islam, akan tetapi dia 

juga banyak memperhatikan pendidikan, memperhatikan anak-anak yatim, 

dan lain sebagainya sehingga organisasi ini banyak mendirikan lembaga 



pendidikan, panti asuhan, dan klinik kesehatan, dengan tujuan untuk 

membantu masyarakat. Meskipun pada awalnya, ruang gerak organisasi ini 

hanya di sekitar Yogyakarta, namun ia berkembang dengan pesat, sehingga 

sekarang telah menyebar ke seluruh Indonesia. Usaha-usaha lain yang 

dilakukan oleh Muhammadiyah di antaranya melakukan dakwah Islam, 

menghidup suburkan masyarakat tolong menolong, dan berusaha ke arah 

perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. 

(Yunus dalam Zuhairini, 1992: 172). 

Selain itu, Nahdatul Ulama’ yang didirikan di Surabaya oleh KH. 

Hasyim Asy’ari pada tahun 1926. Pendirian organisasi ini dilatar belakangi 

oleh dua tujuan yaitu mengimbangi komite khilafat yang secara berangsur-

angsur jatuh ke tangan golongan pembaharuan, dan untuk berseru kepada 

Ibnu Su’ud penguasa baru di tanah Arab agar kebiasaan beragama secara 

tradisi dapat diteruskan. Selain itu, maksud dari perkumpulan ini adalah untuk 

memegang teguh salah satu dari empat madzhab, dan mengerjakan apa yang 

menjadi kemaslahatan untuk agama Islam. Di samping Nahdatul Ulama’, 

organisasi Islam yang didirikan sebelum Indonesia merdeka adalah Persatuan 

Islam yang didirikan pada tahun 1920 di Bandung oleh A. Hassan. Tujuan 

awal didirikannya organisasi ini adalah untuk menghadang masalah 

komunisme yang menimpa masyarakat Bandung. Organisasi ini banyak 

mendirikan sekolah-sekolah, menerbitkan pamlet-pamlet, majalah-majalah, 

dan kitab-kitab untuk menyebarkan pahamnya. 



Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pada periode sebelum 

Indonesia merdeka, terdapat berbagai corak pengembangan pendidikan Islam, 

yaitu isolatif-tradisional, dan sintesis. Isolatif-tradisional dalam arti tidak 

mau menerima apa saja yang berbau Barat (kolonial) dan terhambatnya 

pengaruh pemikiran-pemikiran modern dalam Islam untuk masuk ke 

dalamnya, sebagaimana tampak jelas pada pendidikan pondok pesantren 

tradisional yang hanya menonjolkan ilmu-ilmu agama Islam dan pengetahuan 

umum sama sekali tidak diberikan. Hakikat pendidikan Islam adalah upaya 

melestarikan dan mempertahankan khazanah pemikiran ulama terdahulu 

sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab mereka. Tujuan utama 

pendidikannya adalah menyiapkan calon-calon kiai atau ulama’ yang hanya 

menguasai masalah agama semata. Sedangkan sintesis yakni mempertemukan 

antara corak lama (pondok pesantren) dan corak baru (model pendidikan 

kolonial atau Barat) yang berwujud sekolah atau madrasah. Dalam realitanya, 

corak pemikiran sintesis ini mengandung beberapa variasi pola pendidikan 

Islam, yaitu :  

1. Pola pendidikan madrasah mengikuti format pendidikan Barat terutama 

dalam sistem pengajarannya secara klasikal, tetapi isi pendidikan tetap 

lebih menonjolkan ilmu-ilmu agama Islam. 

2. Pola pendidikan madrasah yang mengutamakan mata pelajaran agama, 

tetapi mata pelajaran umum secara terbatas juga diberikan. 

3. Pola pendidikan madrasah yang menggabungkan secara lebih seimbang 

antara muatan keagamaan dan non keagamaan. 



4. Pola pendidikan sekolah yang mengikuti pola gubernemen dengan 

ditambah beberapa mata pelajaran agama. (Susanto, 2009: 18). 

C. Perkembangan Pendidikan Islam Setelah Kemerdekaan 

1. Pendidikan Islam pada awal kemerdekaan. 

Djaelani (1980 : 135) mengatakan bahwa setelah Indonesia 

merdeka, penyelesaian pendidikan agama mendapat perhatian serius dari 

pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu 

dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut 

sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat 

(BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa : 

Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat 

dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang tidak 

berurat akar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, 

hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa 

tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. 

 

Kenyataan yang demikian timbul karena kesadaran umat Islam 

yang dalam, setelah sekian lama mereka terpuruk dibawah kekuasaan 

penjajah. Sebab pada zaman penjajahan Belanda, pintu masuk 

pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sangat sempit. Dalam 

hal ini minimal ada dua hal yang menjadi penyebabnya, yaitu : 

a. Sikap dan kebijaksanaan pemerintah kolonial yang amat 

diskriminatif terhadap kaum muslimin. 

b. Politik non kooperatif para ulama terhadap Belanda yang 

menfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda, termasuk 

pendidikan modernnya, adalah salah satu bentuk penyelewengan 



agama. Mereka berpegang kepada salah satu hadits Nabi Muhammad 

saw yang artinya: “Barangsiapa menyerupai suatu golongan, maka ia 

termasuk ke dalam golongan itu”. Hadits tersebut melandasi sikap 

para ulama pada waktu itu. (Sa’idi, 1984 : 6) 

Itulah di antara beberapa faktor yang menyebabkan kaum 

muslimin Indonesia amat kececer dalam sisi intetelektualitas 

dibandingkan dengan golongan lain. 

Sementara itu, bila membicarakan organisasi Islam dan 

kegiatannya di bidang pendidikan, sudah tentu tidak bisa terlepas dari 

membicarakan bentuk, sistem dan cita-cita bangsa Indonesia yang baru 

merdeka. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang 

sekian lama, terutama melalui berbagai organisasi pergerakan, baik 

sosial, agama maupun politik, senantiasa mendapat dukungan dari 

pemerintah. Pemerintah sadar bahwa sesungguhnya kekuatan negara 

terletak pada kesatuan dan persatuan bagi organisasi dan golongan, yang 

kesemuanya merupakan modal dasar dan kekayaan bangsa Indonesia 

yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam pembangunan. 

Seirama dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia 

sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, maka sejarah 

kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan 

Islam. Oleh karena itulah perjalanan sejarah pendidikan Islam sejak 

Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan masa 

orde lama akan berbeda dengan tahun 1965 sampai 1989 yang dikenal 



dengan orde baru, begitu pula setelah tahun itu sampai sekarang yang 

dikenal dengan Orde Reformasi. 

Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia ialah 

menyesuaikan pendidikan dengan tuntunan dan aspirasi rakyat 

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi : 

a. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. 

b. Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang 

diatur dengan undang-undang. 

2. Pendidikan Islam pada Masa Orde lama. 

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan 

mayoritas penduduk beragama Islam dan menyatakan diri sebagai negara 

yang berdasar Pancasila dengan demokrasi liberal pada waktu itu. Namun 

demokrasi yang diterapkan pada akhirnya hanya menimbulkan 

permasalahan konflik antar etnis, agama dan ideologi bagi rakyat 

Indonesia. Partisipasi politik hanya melahirkan harapan-harapan 

masyarakat yang tidak realistis, yang pada akhirnya menimbulkan 

perpecahan di kalangan umat Islam. 

Setelah kemerdekaan, keadaan bangsa Indonesia berubah secara 

radikal. Situasi dan kondisi bagai sebuah ganjaran bagi para pahlawan 

nasional yang umumnya terdiri dari para ulama atau yang dijiwai oleh 

Islam. Kemerdekaan membuahkan manfaat yang sangat besar bagi kaum 

muslimin terutama di bidang pendidikan. 



Berpijak pada dasar negara sila pertama yakni Ketuhanan yang 

Maha Esa yang berarti bahwa kehidupan beragama di Indonesia secara 

konstitusional dijamin keberadaannya sebagaimana termaktub dalam 

Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 sebagai jaminan konstitusional ini 

membawa suatu konsekuensi bahwa pemerintah tidak hanya menjamin 

kebebasan tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing 

dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, melainkan juga 

sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta 

memberi bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih 

berkembang, bergairah dan semarak, serasi dengan kebijaksanaan 

pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara. 

(Manggun Budiyono dalam http://www.mangunbudiyanto. 

wordpress.com, diakses tagl 10 Maret 2011) 

Idris (1981: 30) menyebutkan untuk mengadakan penyesuaian 

dengan cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan mengalami perubahan 

diantaranya dengan menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan 

aspirasi rakyat sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 31. Selain 

itu juga menetapkan landasan idealnya yang pada masa Orde Lama dengan 

berbagai peristiwa dapat dijelaskan bahwa landasan ideal pendidikan 

sebagai berikut: 

a. Tahun 1945-1949 ialah UUD 1945 dan Pancasila. 

b. Tahun 1949 dengan terbentuknya RIS, di negara bagian timur dianut 

sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman Belanda. 



c. Tanggal 17 Agustus 1950 kembali pada NKRI, landasan idiil 

pendidikan UUDS RI. 

d. Pada tahun 1951 Presiden (Ir. Soekarno) mengeluarkan dekrit kembali 

ke UUD 1945 dan menetapkan Manifesto Politik RI menjadi Haluan 

Negara. Di bidang pendidikan ditetapkan Sapta usaha Tama dan Panca 

Wardhana. 

e. Pada tahun 1965 setelah G 30 S/PKI kembali melaksanakan Pancasila 

dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 

Selain itu juga, diberikan batasan kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan, hal ini disebabkan perbedaan agama, sosial, ekonomi dan 

golongan yang di masyarakat tidak dikenal lagi. Dengan demikian setiap 

anak Indonesia dapat memilih kemana akan belajar, sesuai dengan 

kemampuan, bakat dan minatnya. Selain itu,  pemerintah juga tetap 

membina pendidikan agama secara formal melalui Departemen Agama 

dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Atas kerjasama kedua 

departemen tersebut dikeluarkan beberapa peraturan-peraturan bersama 

untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri 

maupun swasta. 

Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan pada 

sekolah-sekolah umum tersebut, maka pada bulan Desember 1946 

dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri PP dan K 

dengan Menteri Agama, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama 



pada sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta) yang berada dibawah 

naungan Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. 

Selanjutnya dari SKB tersebut secara khusus diperkuat lagi 

kedalam UU Nomor 4 tahun 1950 pada BAB XII pasal 20 sebagai berikut: 

a. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua 

murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. 

b. Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri 

diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan 

Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama. 

(Mangun Budiyono dalam 

http://www.mangunbudiyono.wordpress.com/diakses tanggal 10 

Maret 2011) 

Wahab  (2004: 42) menyebutkan bahwa pada masa Orde Lama ini 

pula, bagi sekolah atau madrasah yang telah mencukupi syarat yang telah 

ditentukan oleh Departemen P dan K, yaitu pelajaran selain agama telah 

setaraf  dengan sekolah umum, dan diberikan bantuan berupa subsidi. Ada 

dua hal penting yang berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa Orde 

Lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan 

Islam di sekolah umum. (webmaster dalam 

http://www.pendis.kemenag.go.id, diakses tanggal 10 Maret 2001, pukul 

12.00 wib) 

3.  Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru 

http://www.mangunbudiyono.wordpress.com/diakses
http://www.pendis.kemenag.go.id,/


Sejak ditumpasnya peristiwa G30 S/PKI pada tanggal 30 Oktober 

1965, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang dinamakan Orde 

Baru. Orde baru adalah : 

a. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala 

penyelewengan terhadap Pancasila dari UUD 1945. 

b. Memperjuangkan adanya masyarakat yang adil dan makmur, baik 

material dan spiritual melalui pembangunan. 

c. Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan 

Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 

Dengan demikian, Orde Baru bukan merupakan golongan 

tertentu, sebab Orde Baru bukan berupa penyelewengan fisik. Perubahan 

Orde Lama (sebelum 30 September 1965) ke Orde Baru berlangsung 

melalui kerjasama erat antara pihak ABRI atau tentara dan gerakan-

gerakan pemuda yang disebut angkatan 1966. Para pemuda itu bergabung 

dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Dalam KAMI yang 

memegang peranan penting khususnya adalah Himpunan Mahasiswa Islam 

(HMI) yang amat kuat serta mempunyai hubungan yang tidak resmi 

dengan organisasi Islam lainnya. Pada tahun 1966, mahasiswa mulai 

melakukan demonstrasi memprotes segala macam penyalahgunaan 

kekuasaan, harga yang meningkat dan korupsi yang merajalela. Protes itu 

berkembang dan berhulu protes terhadap Soekarno. Akhirnya pada tahun 

itu juga Soekarno didesak untuk menandatangani surat yang 



memerintahkan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan guna 

keselamatan dan stabilitas negara serta pemerintah. 

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar 

sekolah berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat 

dimiliki oleh sebuah rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing 

individu. 

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dari undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional ini, mengusahakan : 

1. Membentuk manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang 

tinggi kualitasnya yang mampu mandiri. 

2. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan 

negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang 

tangguh, yang mengandung terwujudnya kemampuan bangsa 

menangkal setiap ajaran, paham dan idiologi yang bertentangan 

dengan Pancasila. 

Dengan landasan demikian, sistim pendidikan nasional 

dilaksanakan secara swasta, menyeluruh dan terpadu. Semesta dalam arti 

terbuka bagi seluruh rakyat, dan berlaku di seluruh wilayah negara, 

menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur. Jenjang dan jenis 

pendidikan, dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara 

pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. 



Di samping hal itu, peluang untuk berkembangnya pendidikan 

Islam secara integrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional bisa dilihat 

dalam beberapa pasal sebagai berikut: 

a. Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang terakhir 

pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 

b. Pasal 4, tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa 

dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, pribadi yang mantap 

dan mandiri.  

c. Pasal 10, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan 

luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang 

memberikan keyakinan agama, nilai budaya, moral dan ketrampilan. 

d. Pasal 47, ciri khas suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat tetap diindahkan. (Irfan dalam 

http://www.mochammadirfan99. blogspot.com, diakses tanggal 10 

Maret 2011, pukul 12.15 Wib) 

4. Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi 

Program peningkatan mutu pendidikan yang ditargetkan oleh 

pemerintah Orde Baru akan mulai berlangsung pada Pelita VII terpaksa 

gagal, krisis ekonomi yang berlangsung sejak medio Juli 1997 telah 

mengubah konstelasi politik maupun ekonomi nasional. Secara politik, Orde 

Baru berakhir dan digantikan oleh rezim yang menamakan diri sebagai 



“Reformasi Pembangunan” meskipun demikian sebagian besar roh Orde 

Reformasi masih tetap berasal dari rezim Orde Baru, tapi ada sedikit 

perubahan, berupa adanya kebebasan pers dan multi partai. 

Dalam bidang pendidikan kabinet reformasi hanya melanjutkan 

program wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994 serta 

melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis. Tugas 

jangka pendek Kabinet Reformasi yang paling pokok adalah bagaimana 

menjaga agar tingkat partisipasi pendidikan masyarakat tetap tinggi dan 

tidak banyak yang mengalami putus sekolah.  

Dalam bidang ekonomi, terjadi krisis yang berkepanjangan, beban 

pemerintah menjadi sangat berat.  Sehingga terpaksa harus memangkas 

program termasuk didalamnya program penyetaraan guru-guru dan 

mentolerir terjadinya kemunduran penyelesaian program wajib belajar 9 

tahun. Sekolah sendiri mengalami masalah berat sehubungan dengan 

naiknya biaya operasional di suatu pihak dan makin menurunnya jumlah 

masukan dari siswa.  Pembangunan di bidang pendidikan pun mengalami 

kemunduran. Beberapa hal yang menyebabkan program pembangunan 

pemerintah dalam sektor pendidikan terpenuhi secara maksimal. 

a. Distribusi pembangunan sektor pendidikan kurang menyentuh lapisan 

sosial kelas bawah. 

b. Kecenderungan yang kuat pada wilayah pembangunan yang bersifat 

fisik material, sedangkan masalah-masalah kognitif spiritual belum 

mendapatkan pos yang strategis.  



c. Munculnya sektor industri yang membengkak, cukup menjadikan 

agenda yang serius bagi pendidikan Islam di Indonesia pada masa 

pembangunan ini.  

d. Perubahan-perubahan sosial yang berjalan tidak berurutan secara tertib, 

bahkan terkadang eksklusif dalam dialektik pembangunan. 

Semua hal diatas adalah faktor penyebab dari tidak terpenuhinya 

beberapa maksud pemerintah dalam menjalankan pembangunan dalam 

sektor pendidikan agama khususnya bagi Islam. Semua itu sangat 

memprihatinkan apalagi jika dibiarkan begitu saja tanpa upaya retrospeksi 

atas kegagalan tersebut. 

Yang harus disadari bahwa lembaga pendidikan Islam adalah 

lembaga pendidikan Islam memiliki potensi  yang sangat besar bagi 

jalannya pembagunan di negeri ini terlepas dari berbagai anggapan tentang 

pendidikan yang ada sekarang, harus diingat bahwa pendidikan Islam di 

Indonesia telah banyak melahirkan putera puteri bangsa yang 

berkualitas. (diakses dari http://www.canboyz.co.cc/ tanpa penulis, tanggal 

4 Maret 2011) 

HM. Yusuf  Hasyim (dalam http://www.canboyz.com, diakses tgl 4 

Maret 2011 jam 08.00) mengungkapkan betapa besarnya pendidikan Islam 

di Indonesia hanya dengan menunjukkan salah satu sampelnya yaitu 

pesantren. sebagai lembaga pendidikan Islam pesantren dan madrasah-

madrasah bertanggungjawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara 

keseluruhan. Sedangkan secara khusus pendidikan Islam bertanggungjawab 



terhadap kelangsungan tradisi keislaman dalam arti yang seluas-luasnya. 

Dari titik pandang ini pendidikan Islam, baik secara kelembagaan maupun 

inspiratif, memilih model yang dirasakan mendukung secara penuh tujuan 

dan hakikat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia 

mukmin yang sejati, mempunyai kualitas moral dan intelektual. 

Selama ini banyak dijumpai pesantren-pesantren yang tersebar 

dipelosok tanah air, terlalu kuat mempertahankan  model tradisi yang 

dirasakan klasik, sebagai awal dari sistem pendidikan itu sendiri.  Tapi, pada 

saat ini sudah banyak pesantren dan madrasah yang modern dengan 

mengacu kepada tujuan muslim dan memperhatikan tujuan makro dan 

mikro pendidikan nasional Indonesia, maka pendidikan pesantren akan 

memadukan produk santri untuk memiliki outputnya (lulusan) agar 

memiliki 3 tipe lulusan yang terdiri dari: 

1) Religius skillfull people yaitu insan muslim yang akan menjadi tenaga-

tenaga terampil, ikhlas, cerdas, mandiri, iman yang tangguh sehingga 

religius dalam tingkah dan prilaku, yang akan  mengisi kehidupan 

tenaga kerja didalam berbagai sector pembangunan. 

2) Religius Community leader, yaitu  insan Indonesia yang ikhlas, cerdas 

dan mandiri akan menjadi penggerak  yang dinamis dalam transformasi  

sosial dan budaya dan mampu melakukan pengendalian sosial (sosial 

control). 



3) Religius intelektual, yaitu mempunyai integritas  kokoh serta cakap 

melakukan analisa ilmiah dan concern terhadap masalah-masalah 

ilmiah. 

Pada masa reformasi, pemerintah Indonesia memberikan otonomi 

kepada setiap daerah untuk meninggkatkan kualitas lembaga pendidikan 

masing-masing. Sehingga, dengan adanya otonomi daerah tersebut banyak 

bermunculan sekolah-sekolah yang bernuansa Islam yang lebih dikenal 

dengan sekolah Islam terpadu yang memadukan antara kurikulum 

Depdiknas dengan kurikulum Depag. Pada saat itu pula, dibentuk sebuah 

jaringan yang mengurusi sekolah Islam terpadu yang dinamakan dengan 

jaringan Islam terpadu (JSIT) Indonesia. (Samsul Rahmi 

http://www.syamsulrahmi.wordpress.com, diakses tanggal 4 Maret 2011 

pukul 08.00) 

Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) adalah organisasi yang 

beranggotakan Sekolah Islam Terpadu dari seluruh Indonesia. Termasuk di 

dalamnya: 

a. Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) 

b. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) 

c. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) 

d. Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) 

Sejak awal 1990-an, sekolah-sekolah Islam terpadu bermunculan. 

Tak hanya di kota-kota besar, tapi juga hampir di seluruh daerah di 

Indonesia. 

http://www.syamsulrahmi.wordpress.com/
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekolah_Islam_Terpadu&action=edit&redlink=1


Kondisi ini tak lepas dengan semakin meningkatnya kesadaran 

beragama sekaligus memiliki rasa bangga terhadap sekolah-sekolah Islam 

yang sebelumnya terpinggirkan. Apalagi, output yang dihasilkan sekolah-

sekolah Islam terpadu tak kalah dengan sekolah-sekolah unggulan yang 

selama ini terkesan hanya didominasi sekolah non-Muslim. Guna menjaga 

mutu dan kualitas sekolah Islam terpadu, sejumlah praktisi dan pemerhati 

pendidikan Islam membentuk sebuah wadah Jaringan Sekolah Islam 

Terpadu (JSIT). ''JSIT adalah sebuah lembaga yang berupaya untuk 

memberdayakan sekolah-sekolah Islam. Misi utamanya; Islami, efektif dan 

bermutu,'' (Syarifuddin, dalam www.jsit.web.id.com diakses tanggal 12 

Desember 2010) 

Masih menurut Syarifuddin, hal yang sangat penting yang melatar 

belakangi didirikannya sekolah Islam Terpadu adalah adanya kejengahan 

sekolah-sekolah nasional yang mendidik anak sekularistik dengan 

memisahkan kehidupan keagamaan dengan kehidupan sosial bermasyarakat. 

Padahal kalau kita bicara Islam bahwa agama yang dibawa sejak jaman 

Nabi Adam itu adalah terpadu. Lalu ada beberapa sekolah Islam yang juga 

bagian dari sekularistik yang sangat fokus terus di ibadah-ibadah mahdlah 

sehingga mengabaikan segi ilmu pengetahuan. Ini berdampak pada umat 

Islam yang semakin terpuruk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.  

1. Visi dan misi jaringan sekolah Islam terpadu (JSIT) 

http://www.jsit.web.id.com/


Sebelum kita mengetahui visi dan misi Jaringan sekolah Islam 

Terpadu (JSIT), seyogyanya kita mengenal apa sebenarnya yang 

dimaksud dengan JSIT. 

Jaringan sekolah Islam terpadu (JSIT) adalah sebuah lembaga 

yang mempunyai misi, empowering untuk pemberdayaan sekolah-

sekolah Islam. Misi utama JSIT ada tiga yaitu sekolah Islami, efektif, 

dan bermutu. Islami berarti punya nuansa Islam secara terpadu baik 

dalam pembelajaran, lingkungan sekolah, ruhiyah, interaksi, 

keteladanan. Efektif dalam fokus proses kegiatan belajar mengajar 

(KBM) supaya memberikan hasil yang signifikan terhadap kemajuan 

belajar anak didik. Bermutu, yaitu konsep manajemen sekolah. Tiga hal 

inilah yang menjadi fokus utama JSIT. 

a. Visi JSIT Indonesia  

Menjadi pusat penggerak dan pemberdaya Sekolah Islam 

Terpadu di Indonesia menuju sekolah efektif dan bermutu. 

b. Misi JSIT Indonesia  

1) Membangun jaringan efektif antar Sekolah Islam Terpadu di 

Indonesia. 

2) Meningkatkan efektifitas pengelolaan Sekolah Islam Terpadu di 

Indonesia. 

3) Melakukan pemberdayaan tenaga kependidikan. 

4) Melakukan pengembangan kurikulum Sekolah Islam Terpadu di 

Indonesia. 



5) Melakukan aksi dan advokasi bidang pendidikan. 

6) Menjalin kemitraan strategis dengan institusi nasional dan 

internasional. 

7) Menggalang sumber-sumber pembiayaan pendidikan. 

2. Model pendidikan sekolah Islam terpadu. 

Sekolah Islam Terpadu menjadikan pendidikan karakter 

sebagai pilar utama dalam proses penyelenggaraannya. Oleh karena itu, 

SIT mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan sebagai berikut:  

a. Menjadikan Islam sebagai landasan filosofis. 

b. Mengintegrasikan nilai Islam ke dalam bangunan kurikulum.  

c. Menerapkan dan mengembangkan metode pembelajaran untuk 

mencapai optimalisasi proses belajar mengajar.  

d. Mengedepankan qudwah hasanah dalam membentuk karakter 

peserta didik.  

e. Menumbuhkan bi’ah shalihah dalam iklim dan lingkungan 

sekolah: menumbuhkan kemaslahatan dan meniadakan 

kemaksiatan dan kemungkaran.  

f. Melibatkan peran serta orangtua dan masyarakat dalam mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan.  

g. Mengutamakan nilai ukhuwwah dalam semua interaksi antar warga 

sekolah. Membangun budaya rawat, resik, rapih, runut, ringkas, 

sehat dan asri.  



h. Menjamin seluruh proses kegiatan sekolah untuk selalu berorientasi 

pada mutu.  

i. Menumbuhkan budaya profesionalisme  

Nilai-nilai Islam menjadi inspirasi dan sekaligus pemandu 

utama dalam penyelenggaraan pendidikan di SIT. SIT meyakini bahwa 

pendidikan Islam akan mampu:  

1. Membentuk sikap dan kepribadian yang kuat berdasarkan 

prinsip-prinsip nilai keilahiyahan. Dengan aqidah yang benar, 

seorang muslim akan mampu menunjukkan sikapnya yang tegar, 

tsabat, istiqomah dan selalu berpihak dan membela al Haq.  

2. Memompa semangat keilmuan dan karya. Islam mengajarkan 

pemeluknya untuk selalu berfikir dan berkarya. Doktrin Islam 

adalah: ”Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling memberi 

manfaat bagi orang lain”  

3. Membangun karakter/pribadi yang saleh, selalu menegakkan 

nilai-nilai dan praktek ibadah. Pendidikan agama Islam mendidik 

dan mendisiplinkan pemeluknya untuk selalu taat beribadah kepada 

Allah SWT. Dengan perilaku ibadah yang bersih, niscaya akan 

terbentuk karakter muttaqien, selalu menjauhi perilaku negatif dan 

destruktif.  

4. Membangun sikap peduli.  Islam selalu mengajarkan sikap peduli 

kepada orang lain, hewan dan lingkungan. Sikap peduli akan 



melahirkan sikap yang selalu membangun dan memecahkan segala 

permasalahan sosial.  

5. Membentuk pandangan yang visioner, berfikir, bekerja dan 

bertindak untuk kepentingan masa depan.  

Barangkali muncul sebuah pertanyaan pada diri kita, 

bagaimana menerapkan pendidikan karakter di sekolah? Menurut 

Megawangi, pendiri Indonesia Heritage Foundation (dalam 

www.jsit.com), ada tiga tahap pembentukan karakter: 

1. Moral knowing : Memahamkan dengan baik pada anak tentang arti 

kebaikan. Mengapa harus berperilaku baik. Untuk apa berperilaku 

baik. Dan apa manfaat berperilaku baik  

2. Moral feeling : Membangun kecintaan berperilaku baik pada anak 

yang akan menjadi sumber energi anak untuk berperilaku baik. 

Membentuk karakter adalah dengan cara menumbuhkannya.  

3. Moral action : Bagaimana membuat pengetahuan moral menjadi 

tindakan nyata. Moral action ini merupakan outcome dari dua tahap 

sebelumnya dan harus dilakukan berulang-ulang agar menjadi 

moral behavior.  

Dengan tiga tahapan ini, proses pembentukan karakter akan 

jauh dari kesan dan praktik doktrinasi yang menekan, justru sebaliknya, 

siswa akan mencintai berbuat baik karena dorongan internal dari dalam 

dirinya sendiri. 



Masih menurut  Indonesia Heritage Foundation, ada 9 pilar 

karakter yang harus ditumbuhkan dalam diri anak: 

1. Cinta Allah, dengan segenap ciptaan-Nya. 

2. Kemandirian, tanggung jawab.  

3. Kejujuran, bijaksana.  

4. Hormat, santun.  

5. Dermawan, suka menolong, gotong royong.  

6. Percaya diri, kreatif, bekerja keras.  

7. Kepemimpinan, keadilan.  

8. Baik hati, rendah hati.  

9. Toleransi, kedamaian, kesatuan. 

Dari semua komponen sekolah, yang paling berperan 

mensukseskan program pendidikan berbasis karakter di sekolah adalah 

guru. Tentunya, diperlukan guru berkarakter untuk menghasilkan siswa 

berkarakter. Meski diperlukan kesabaran dan ketekunan, menghasilkan 

anak didik yang berakhlak dan berkarakter baik tentunya sangat 

membahagiakan, karena menjadi penyebab seseorang mendapatkan 

kebaikan itu lebih baik dari dunia dan seisinya.  

3. Jumlah SIT di Indonesia. 

Sekolah Islam terpadu yang menyebar di seluruh Indonesia 

terhimpun dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) dan dibagi 

menjadi tujuh (7) regional, yaitu regional I yang meliputi SUMBAGUT 

(Kepulauan Riau TKIT 7 buah, SDIT 4 buah, SMPIT 2 buah, dan 

Nagro Aceh Darus Salam SDIT berjumlah 2 buah),  regional II meliputi 



SUMBAGSEL (Bengkulu TKIT 2 buah, SDIT 6 buah, dan SMPIT 2 

buah, Lampung, TKIT 11 buah, SDIT 9 buah, dan SMPIT 4 buah, 

Sumatera Selatan TKIT 12 buah, SDIT 10 buah, SMPIT 3 buah, dan 

SMAIT 2buah, Jambi, TKIT 5 buah, SDIT 5 buah, SMPIT 1 buah), 

regional III meliputi Banten, DKI Jakarta, dan JABAR (DKI Jakarta, 

SDIT 33 buah, SMPIT 6 buah, Jawa Barat TKIT 52 buah, SDIT 109 

buah, SMPIT 33 buah, SMAIT 10 buah), regional IV meliputi Jateng-

DIY (Jateng PAUD 122 buah, TKIT 116 buah, SDIT 83 buah, SMPIT 

16 buah, SMAIT 3 buah, DIY PAUD 29 buah, SDIT 19 buah, SMPIT 5 

buah, SMAIT 2 buah), regional V meliputi Kalimantan (Kaltim TKIT 

21 buah, SDIT 11 buah, SMPIT 6 buah, Kalsel TKIT 10 buah, SDIT 6 

buah, SMPIT 1 buah), regional VI meliputi Jatim, Bali, Nusa Tenggara 

(Jatim, TKIT 152 buah, SDIT 55 buah, SMPIT 10 buah, Bali, TKIT 1 

buah, SDIT 1 buah, SMPIT 1 buah, NTB, TKIT 8 buah, SDIT 3 buah), 

dan regional VII meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua. (Sulawesi dan 

Papua, TKIT 1 buah, SDIT 6 buah, dan SMPIT 2 buah). (Hidayat 

dalam http:// jsit.web.id.com, diakses tanggal 15 Desember 2010) 

 


